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Menimbang

Mengingat

b. bahwa Izin Operasional diberikan untuk memenuhi Legalitas berlangsungnya Proses

=

bahwa dalam upaya peningkatan Pendidikan dan Kebudayaan Wajar Sembilan Tahun
perlu memberi izin Operasional kepada Sekolah Dasar Negeri Gampong Jalan

Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur;

Belajar Mengajar pada Sekolah Dasar Negeri Gampong Jalan Kecamatan Idi Rayeuk

Kabupaten Aceh Timur dimaksud;
bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan
keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur tentang

Izin Operasional Sekolah Negeri Gampong Jalan Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten

Aceh Timur.

Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi
Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom

Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan
Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1093);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor AA37) sebagaimana telah dinbah
dengan Undang — Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4844),
Undang-Undang Nomor 11

(Lembaran Negara Republik Indo
Negara Republik Indonesia Nomor 4633),

Tahun 2006 tentang Pemerintahan  Aceh
nesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembarar
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